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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak

kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang

menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan

keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga Presiden menjadi

berhak menetapkan Perppu. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan, yaitu: (i) bagaimana

pengaturan Perppu dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku; (ii) bagaimana kesesuaian antara Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

terhadap UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu

penelitian yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan terkait dengan kegentingan yang

memaksa, Perppu, kewenangan Presiden dan kewenangan DPR. Dari analisis dapat diketahui, pertama,

syarat hal ikhwal kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tidak boleh diidentikan

dengan keadaan bahaya seperti dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Jika dianggap identik, justru akan

timbul kesulitan karena Perppu hanya boleh ditetapkan dalam keadaan darurat saja. Kedua, Putusan MK

Nomor 138/PUU-VII/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perppu. UUD

1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tidak secara tegas mencantumkan kewenangan Mahkamah Konstitusi

untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

In the conditions of pressing crisis, Article 22 Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 entitles

the President to establish government regulations in lieu of laws or (Perppu). However, legal problems arise

regarding who decides what the "conditions in pressing crisis" is, and who determines the conditions so that

President is entitled to assign Perppu. This study aims to answer two questions, namely : (i) how

Government Regulation is referred in the Constitution and the prevailing legislation (ii) the conformity

between the Constitutional Court Verdict Number 138/PUU-VII/2009 against Constitution. The method

used in this study is normative research using secondary data or literature data associated with conditions in

pressing crisis, Government Regulation, the authorities of President and Parliament. Analysis shows, firstly,

requirement of conditions in pressing crisis according to Article 22 paragraph (1) of Constitution should not

be identified with the state of emergency as defined by Article 12 of Constitution. If it is considered

identical, there will be a problem because Government Regulation should only be applied in emergencies
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only. Secondly, the Constitutional Court Verdict No. 138/PUU-VII/2009 is contrary to the Constitution. The

Constitutional Court does not have the authority to conduct judicial review of Government Regulation. The

Constitution and Act Number 24 of 2003 does not expressly include the authority of the Constitutional

Court to conduct judicial review against the Constitution.


